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Abstrak
 

Masalah Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Berlakunya Undang-Undang Hak

Tanggungan, Skripsi, Agustus, 1996. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional,

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan

tersebut, yang para pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan

dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan

pembangunan, meningkat pula keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui

kegiatan perkreditan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses

pembanguan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat

perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian

huhum bagi semua pihak yang berkepentingan. Ketentuan mengenai Hipotik sebagaimana yang dianut

dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai

Credietverband dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang

berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

masih diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-undang tentang Hak Tanggungan,

dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di

atas, dibentuklah undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sekaligus

mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional. Undang-Undang Hak Tanggungan itu tampak ideal, namun

dalam perjanjian kredit perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dapat menimbulkan beberapa

masalah terhadap jaminan kredit.
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